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 Konsep wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam masih terkesan bias 
dan patriarki, karena perempuan tidak memiliki hak untuk menikahkan dirinya 
sendiri maupun orang lain. Pasal-pasal tentang wali nikah masih kurang responsif 
terhadap kepentingan perempuan. Sebuah ketimpangan gender mengenai konsep 
wali nikah semakin diperkuat dengan ketentuan wali nikah dalam Kompilasi 
Hukum Islam yang secara tegas hanya ditujukan kepada laki-laki. Esensinya 
kontroversi dan perdebatan tentang wali nikah ini telah terjadi 14 abad yang lalu, 
yang menunjukkan bahwa masalah wali nikah tidak dan belum menemukan titik 
final dan status quo. Sehingga mengkaji ulang, memahami dan merelevansikannya 
dengan konteks masa sekarang merupakan sesuatu yang mendesak harus 
dilakukan. Disinilah pentingnya merevisi dan merekonstruksi pasal-pasal wali 
nikah dalam Kompilasi Hukum Islam melalui perspektif gender, sehingga akan 
muncul al-musāwah al-jinsiyyah antara laki-laki dan perempuan. 
 Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (library research). Penelitian ini 
dilihat dari sifatnya termasuk penelitian preskriptif, yaitu suatu penelitian yang 
ditujukan untuk mendapatkan saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk 
mengatasi suatu masalah (kesetaraan dalam perwalian). Sumber data dalam 
penelitian ini didapatkan dari Kompilasi Hukum Islam, kitab-kitab yang secara 
terperinci membahas wali nikah, serta buku-buku tentang kesetaraan gender yang 
dapat membantu menjelaskan konsep kesetaraan dalam perwalian secara 
komprehensif. Pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan 
gender dan pendekatan usul fiqh. 
 Hasil penelitian menyebutkan bahwa konsep wali nikah dalam Kompilasi 
Hukum Islam jika didekati melalui pendekatan gender dan usul fiqh akan 
mendapatkan titik temu yaitu, bahwa orang yang mempunyai kemampuan 
bertindak secara sempurna (kāmil al-ahliyyah) baik laki-laki maupun perempuan, 
mereka tidak memerlukan wali, bahkan dapat menjadi wali bagi orang-orang yang 
memang perlu dan pantas berada di bawah perwaliannya. Hadis-hadis yang 
berbicara tentang wali nikah harus dipahami secara kontekstual, karena hadis 
tersebut sangat terikat dengan situasi dan kondisi kehidupan masyarakat yang 
patriarki pada saat hukum itu muncul. Adapun relevansi dari perspektif gender 
terhadap rekonstruksi konsep wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam ialah 
sebagai bentuk konkrit implementasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 
tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination Against Women), dimana disebutkan bahwa laki-laki dan 
perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama mengenai perwalian. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini 
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Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alīf Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب ba‟ b be 
ت ta‟ t te 
ث ṡa‟ ṡ es (dengan titik di atas) 
ج jim j je 
ح ḥa‟ ḥ ha (dengan titik dibawah) 
خ kha kh ka dan ha 
د dal d de 
ذ żal ż zet (dengan titik di atas) 
ر ra‟ r er 
ز zai z zet 
س sin s es 
ش syin sy es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ṭa‟ ṭ te (dengan titik di bawah) 
x 
 
ظ ẓa‟ ẓ zet (denagn titik di bawah) 
ع „ain „ koma terbalik di atas 
غ gain g ge 
ؼ fa‟ f ef 
ؽ qaf q qi 
ؾ kaf k ka 
ؿ lam l el 
ـ mim m em 
ف nun n en 
ك wawu w we 
ق ha‟ h ha 
ء hamzah „ apostrof 
م ya‟ y ye 
 
 
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap 
 
ةَد ِّدَعَػتُم ditulis Muta’addidah 
ةَّدِع ditulis ‘iddah 
 
C. Ta’ Marbūtâh di Akhir Kata 
 
1. Bila ta’ marbūtâh di baca mati ditulis dengan h, kecuali kata-kata Arab 
yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan 
sebagainya. 
ةَمْكِح ditulis ḥikmah 
xi 
 
َةيْزِج ditulis jizyah  
 
2. Bila ta’ marbūtâh diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu 
terpisah, maka ditulis dengan h. 
ءاَِيلْكَْلْا ُةَمَارَك ditulis Karāmah al-auliyā’ 
 
3. Bila ta’ marbūtâh hidup dengan hârakat fathâḥ, kasraḥ, dan dâmmah 
ditulis t. 
 ِر ْ ِْلا ُةاََكز ditulis Zakāt al-fiṭri 
 
D. Vokal Pendek 
 
ﹷ fatḥaḥ ditulis A 
ﹻ kasrah ditulis I 
ﹹ ḍammah ditulis U 
 
E. Vokal Panjang 
 
1 














Kasrah + ya’ Mati 
















F. Vokal Rangkap 
 
1 
fatḥaḥ + ya’ mati 













G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata 
 
Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 
tanda apostrof („). 
1  ُتْػَنَأأ ditulis a’antum 
2  ُْ ْرَك َ  ْ َِل ditulis la’in syakartum 
 
H. Kata Sandang Alīf + Lām 
 
1. Bila kata sandang Alīf + Lām diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan al. 
 
فآْرُقَْلأ ditulis al-Qur’ān 
ساَيِقْلآ ditulis al-Qiyās 
 
2. Bila kata sandang Alīf + Lām diikuti Syamsiyyah ditulis dengan 
menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan 
huruf l (el)-nya. 
ءاَمَّسَلا ditulis as-Samā’ 





I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 
 
Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau 
pengucapannya. 
ضْكُر ُْلا لِكَذ ditulis żawī al-furūḍ 



















  يحّرلا  حمّرلا للها  س  
ـلاسلإاك فايملإا ةمعن  انمعنأ مذلا لله دملحا، ولوسر لسرأك قلحا  يدك لدلها   هرهظيل
  يدلا ىلع ولك،  وبحصك  ولا ىلعك دممح  اندّيس  ـانلْا  يرخ ىلع   لسنك  يلصنك 
ينعجمأ،دع  امأ .  
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta’ala, yang telah 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pernikahan merupakan suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki 
dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami 
istri dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat 
Islam.
1
 Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga 
yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
2
 Sedangkan tujuan lainnya adalah 
tercapainya tujuan reproduksi, pemenuhan kebutuhan biologis, dan sebagai 
bentuk menjaga diri dari maksiat, serta untuk menyempurnahkan ibadah.
3
 
Hukum pernikahan dalam agama Islam mempunyai kedudukan yang 
sangat penting, karena telah diatur dan diterangkan perihal peraturan-peraturan 
tentang pernikahan. Esensinya hukum pernikahan Islam tidak hanya mengatur 
tentang cara pelaksanaan pernikahan, namun juga mengatur segala persoalan 
yang erat hubungannya dengan pernikahan.
4
 Berkaitan dengan tata cara 
pernikahan, bahwa ada syarat dan rukun tertentu yang harus dipenuhi. 
Diantaranya yaitu adanya mempelai pria dan mempelai wanita, dihadiri dua 
                                                             
1 M. Afnan Hafidh dan A. Ma‟ruf Asrori, Tradisi Islami: Panduan Prosesi Kelahiran, 
Perkawinan dan Kematian (Surabaya: Khalista, 2009), hlm. 88. 
 
2 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, cet. ke-3 (Jakarta: Akademika 
Pressindo, 2001), hlm. 114. 
 
3 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi UU Negara Muslim 
Kontemporer (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005), hlm. 38. 
 
4 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-





orang saksi, dan adanya wali mempelai wanita yang akan melakukan akad 
nikah.
5
 Salah satu dari rukun nikah tersebut yaitu wali nikah, merupakan hal 
yang sangat penting dan menentukan sah tidaknya suatu pernikahan. Hal ini 
tercermin dari hadis Rasulullah Saw, yaitu:  
ىسوم بيأ نع  نّ نّلا  نّأأ منّلسو هيلع لله  ىنّلص لاق :ليوب نّلاإ حاكن لا (ه ور .وب دو د )
6
 
Dalam suatu pernikahan, konsep perwalian ini merupakan bagian yang 
tak terpisahkan, sebab hal ini merupakan salah satu dari syarat legal 
pernikahan Islam yang harus dipenuhi. Perwalian ialah kekuasaan secara 
syariat yang dimiliki orang yang berhak untuk melakukan tasharruf (aktivitas) 
dalam kaitan dengan keadaan atau urusan orang lain untuk membantunya.
7
 Di 
dalam kitab al-Mu’jam al-Wasit disebutkan bahwa arti dari wali adalah setiap 




Wali dalam pernikahan adalah orang yang memiliki wewenang atas 
sahnya akad dalam pernikahan, maka tidak sah pernikahan tanpa wali.
9
 Dalam 
Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 
                                                             
5
 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 
31. 
 
6 Abū Dāwud Sulaimān, Sunan Abū Dāwud (Beirūt: Dār al-Fikr, t.t.), II: 229, hadis no. 
2085, “Kitāb an-Nikāḥ”, Bāb fi al-Wālî. Hadis ini shahih menurut Al-Madini, At-Tirmidzi, dan 
Ibnu Hibban. Sebagian menilainya hadis mursal. 
 
7 Huzaemah Tahido Yanggo, Fiqih Anak Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik 
Anak Serta Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan Aktifitas Anak (Jakarta: PT. Almawardi Prima, 
2004), hlm. 307. 
 
8 Abdul Halim Mustasar Ibrahim Unes, Al-Mu’jam Al-Wasit (Mesir: Dar al-Ma‟arif, 
1973), hlm. 1020. 
 
9 „Abd al-Rahmān al-Jaziri, al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah (Beirut: Dār al-Kutub al-




19, diterangkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang 




Dalam pemikiran hukum Islam
11
 ada syarat dan rukun nikah yang telah 
disepakati, dan ada pula yang masih diperdebatkan. Di antara masalah yang 
masih menjadi polemik di kalangan pemikir hukum Islam adalah masalah wali 
nikah. Secara garis besar, setidaknya ada dua kelompok yang berseberangan 
pendapat. Kelompok pertama (mayoritas atau jumhur) berpendapat bahwa 
wali nikah merupakan syarat dan rukun sahnya akad nikah. Menurut 
kelompok ini, perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri meskipun 
dia telah dewasa. Kelompok kedua berpendapat bahwa perempuan yang sudah 
dewasa boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa harus melalui walinya, 
asalkan dengan lelaki yang sederajat (kufu’). Masing-masing dari kedua 
kelompok tersebut sama-sama mengemukakan dalil, baik naqli maupun ‘aqli, 
serta saling mengkritik argumentasi yang dikemukakan lawan kelompoknya.
12
  
Pendapat mayoritas pemikir hukum Islam (fuqaha) yang memandang 
wali sebagai syarat dan rukun nikah merupakan pemikiran yang menunjukkan 
masculine gender (bercorak kelelakian). Disini terjadi subordinasi terhadap 
                                                             
10 Departemen Agama RI, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum 
Islam di Indonesia (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1999), hlm. 20. 
 
11 Dalam perjalanan sejarah hukum Islam, sedikitnya ada empat macam produk pemikiran 
hukum Islam, yaitu kitab-kitab fikih, fatwa-fatwa ulama, keputusan Pengadilan Agama, dan 
peraturan perundangan di negeri Muslim. Lihat M. Atho‟ Mudzhar, Membaca Gelombang Ijtihad: 
Antara Tradisi dan Liberasi (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 91.   
 
12 Abdul Djamil, dkk., Bias Jender Dalam Pemahaman Islam (Yogyakarta: Gama Media, 





eksistensi perempuan dengan memandangnya sebagai sosok yang lemah dan 
tidak mampu sehingga dalam melakukan pernikahan harus di bawah 
kekuasaan walinya.
13
 Pemikiran yang bercorak masculine gender tersebut 
menunjukkan gender inequality (ketidaksetaraan gender) antara seks lelaki 
dan perempuan.
14
 Pemikiran semacam ini perlu ditelaah ulang sehingga dapat 
menempatkan laki-laki dan perempuan secara proporsional. Upaya selanjutnya 




Paradigma wali nikah dalam hukum Islam masih terkesan bias dan 
patriarki, karena wali nikah selalu identik dengan laki-laki. Di Indonesia, hal 
ini justru dibakukan negara melalui Kompilasi Hukum Islam yang menjadi 
hukum positif Islam Indonesia. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal-pasal 
tentang wali nikah masih kurang responsif terhadap kepentingan perempuan. 
Sebuah ketimpangan gender mengenai konsep wali nikah semakin diperkuat 
dengan ketentuan wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam yang secara tegas 
hanya ditujukan kepada laki-laki. Sebagaimana dalam Instruksi Presiden No. 1 
                                                             
13 Ibid., hlm. 34-35. 
 
14 Ada perbedaan antara konsep seks (jenis kelamin) dan gender. Jenis kelamin 
merupakan penyifatan atau pengelompokan manusia secara biologis. Misalnya, lelaki adalah 
manusia yang memiliki penis, jakun, dan memproduksi sperma, sedangkan perempuan adalah 
manusia yang memiliki alat reproduksi, vagina, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan 
menyusui. Sifat semacam ini akan berjalan secara permanen dan tidak dapat dipertukarkan. 
Sementara itu, konsep gender adalah sifat dan peran yang melekat pada lelaki maupun perempuan 
yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, perempuan dikenal lemah lembut, 
emosional, dan keibuan. Sedangkan lelaki dianggap kuat, rasional, dan perkasa. Sifat-sifat ini 
dapat dipertukarkan dan tidak dapat diberlakukan secara permanen. Lihat Mansour Fakih, Analisis 
Gender & Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 7-9.  
 










(1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang 
memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil, dan baligh. 
(2) Wali nikah terdiri dari: 
a. Wali nasab, 
b. Wali hakim. 
 
Pasal 21 
(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, 
kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat 
tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. 
 
Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, 
kakek dari pihak ayah dan seterusnya. 
 
Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-
laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. 
 
Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, 
saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. 
 
Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki 
seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.    
 
(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang 
sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali 
ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai 
wanita. 
 
(3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang 
paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat 
yang hanya seayah. 
 
(4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-
sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka 
sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang 
lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.  
 
Pasal 23 
(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab 
tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui 
tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. 
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(2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak 





Kompilasi Hukum Islam pasal 20 ayat (1) menyebutkan secara tegas, 
bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang 
memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil, dan baligh. Dengan 
demikian, meskipun kelompok wali nasab pertama, kedua, ketiga, dan 
keempat tidak ada, ibu tetap tidak mempunyai otoritas untuk menjadi wali 
nikah bagi anak perempuannya, dikarenakan wali nikah diberikan 
kewenangannya kepada wali hakim. Padahal sangat tidak menutup 
kemungkinan jika ibu kandung calon mempelai perempuan menjadi wali 
nikah bagi anak perempuannya.  
Mengingat kondisi di Indonesia sekarang ini di tengah-tengah 
bergulirnya transformasi sosial yang bergerak sangat cepat, berbagai 
perubahan dan pergeseran nilai terjadi di masyarakat, gerak laju modernitas 
dan globalisasi melahirkan isu-isu demokrasi, mulailah adanya tatanan baru 
yang diantaranya berupa pemberian kesempatan luas bagi perempuan untuk 
mengenyam pendidikan tinggi sejajar dengan laki-laki, selanjutnya realitas 
yang berkembang menunjukkan bahwa peran dan kemampuan perempuan 
tidak bisa diabaikan begitu saja, banyak jabatan strategis diduduki oleh 
perempuan, bahkan di negara Indonesia ini pun pernah dipimpin oleh seorang 
perempuan, dan banyak lagi jabatan lain yang dipegang oleh para perempuan.    
                                                             





Perumusan Kompilasi Hukum Islam tidak terlepas dari fikih, fikih 
memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku seseorang, secara personal 
maupun kolektif. Dalam masa panjang peranan fikih dalam membentuk 
kebudayaan masyarakat muslim sangat dominan. Kehidupan ini seakan-akan 
sepenuhnya diatur oleh fikih. Bagi masyarakat Indonesia umumnya, 
keyakinan akan kebenaran dalam fikih telah sedemikian mendalam, sehingga 
fikih telah menjadi norma yuridis, sosiologis, dan filosofis.
 
Implikasi lebih 
jauh dari pandangan seperti ini adalah kedudukan perempuan secara umum di 
Indonesia ditentukan oleh isi fikih yang dalam banyak hal masih dipahami 
secara tekstual dan kaku.
18
  
Mengenai mengapa wali harus laki-laki dan perempuan tidak bisa 
menjadi wali terutama dalam mazhab Syafi‟i, bahwa hal itu lebih disebabkan 
budaya dari pada agama. Konsep Islam dalam hubungan laki-laki dan 
perempuan sangat jelas, yaitu kesetaraan. Namun dibanyak masyarakat, yang 
namanya kepala rumah tangga adalah laki-laki. Sedangkan keunggulan 
menurut Islam adalah karena ketakwaan dan amal shaleh. Keunggulan 
berdasarkan takwa sama sekali tidak bersifat dominatif, apalagi opresif 
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Demikian pula wali harus laki-laki, tidak ada dalil yang otoritatif, yang 
ada adalah ijtihadi. Sedangkan hadis-hadis tentang wali nikah adalah hadis 
ahad yang harus diinterpretasikan berdasarkan setting sosial hadis tersebut dan 
prinsip-prinsip dasar universal Islam, yaitu kesederajatan kedudukan manusia, 
serta tidak ada keunggulan atas jenis kelamin tertentu kecuali karena takwa.
20
 
Perbedaan gender sering menyebabkan timbulnya relasi subordinatif antara 
pria dan wanita.
21
 Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah 
sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (gender inequalities), namun 
ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan. Padahal 
Islam dibangun dengan prinsip penegakan keadilan.  
Deskripsi di atas memaparkan bahwa permasalahan al-Akhwal al-
Syakhsiyah di Indonesia yang dirumuskan menjadi sebuah ketentuan hukum 
dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam masih mengandung substansi yang 
bias gender. Konsep wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam masih belum 
memberikan kesempatan setara bagi semua manusia tanpa diskriminasi atas 
dasar jenis kelamin. Konsep wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam 
merupakan problem krusial yang perlu dianalisis dengan perspektif gender. 
Karena wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam belum mencerminkan 
prinsip dasar al musāwah al jinsiyyah, keadilan dan kesetaraan gender. 
Konsep wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam masih berbau budaya 
patriarki yang cenderung mendehumanisasi perempuan. Hal tersebut 
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mendorong penyusun untuk mengkajinya secara lebih lanjut, tentang konsep 
wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari perspektif gender. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang penyusun deskripsikan di atas, maka 
dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang akan dijadikan pembahasan 
tesis ini, yaitu: 
1. Bagaimana konsep wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam bila 
ditinjau dari perspektif gender?  
2. Bagaimana relevansi dari perspektif gender terhadap rekonstruksi 
konsep wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam? 
C. Tujuan dan Kegunaan 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengkaji dan menganalisis konsep wali nikah dalam 
Kompilasi Hukum Islam dari perspektif gender. 
b. Untuk mensinergikan sebuah tawaran wacana dari perspektif gender 
terhadap pengembangan dan pembaharuan konsep wali nikah dalam 
Kompilasi Hukum Islam. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Merupakan kontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan dalam 
usaha mengembangkan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan di 
bidang al-aḥwal al-syakhṣiyah dan Kompilasi Hukum Islam dalam 
mewujudkan kesetaraan gender, khususnya mengenai konsep wali 




b. Untuk memberikan penjelasan tentang konsep wali nikah dalam 
Kompilasi Hukum Islam bila ditinjau dari perspektif gender.  
D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka merupakan sumber inspirasi bagi seorang peneliti 
untuk merumuskan permasalahan. Peneliti harus mampu menunjukkan 
komitmen bahwa ia bermaksud mengembangkan pengetahuan yang 
dimilikinya dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan bertanggung jawab.
22
 
Berdasarkan previous researches, pembahasan tentang wali nikah memang 
telah banyak dikaji. Hampir dalam setiap kitab-kitab fikih ditemukan secara 
khusus yang membahas tentang wali nikah, demikian pula dalam kitab-kitab 
fikih perbandingan. 
Selain dari kitab-kitab fikih konvensional, kajian tentang wali nikah ini 
terdapat juga dalam literatur-literatur lain, baik dalam buku maupun dalam 
karya tulis ilmiah lain. Diantaranya kajian yang telah dilakukan oleh Masdar 
Farid Mas‟udi (1997) dalam bukunya dengan judul “Islam dan Hak-Hak 
Reproduksi Perempuan, Dialog Fiqih Pemberdayaan”. Masdar 
mengungkapkan esensi wali bukanlah supremasi, apalagi dominasi, melainkan 
liberasi, pemerdekaan, perlindungan dan pelayanan. Siapapun, laki-laki atau 
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Berikutnya Tutik Hamidah (2011) dalam buku berjudul “Fiqh 
Perempuan Berwawasan Keadilan Gender”. Tutik membahas persoalan wali 
nikah ini pada bab IV tentang Fikih Munakahat. Disini dijelaskan, bahwa 
dalam fikih klasik terdapat dua kelompok pandangan yang berbeda mengenai 
wali dalam pernikahan. Kelompok pertama berpandangan bahwa aqad nikah 
yang ijabnya diucapkan oleh perempuan, baik janda maupun gadis tidak sah. 
Sedangkan kelompok kedua menyatakan bahwa wali tidak berhak 
mengawinkan anak perempuannya, baik janda maupun gadis dewasa. Adapun 
fokus kajian dalam bab ini adalah analisis gender terhadap fikih klasik, yaitu 




Adapun dalam bentuk jurnal, penelitian tentang wali nikah telah 
dilakukan oleh Ema Marhumah (2007) dengan judul “Pendekatan 
Hermeneutik dalam Hadis-Hadis Tentang Wali Nikah”. Dari hasil penelitian 
yang telah dilakukan, Ema melihat bahwa hadis-hadis yang berkaitan dengan 
wali nikah dalam prosesi pernikahan tergolong lemah. Adapun hal yang terkait 
dengan wali nikah bagi mempelai perempuan sangat bersifat temporal, 
sehingga menjadi pantas jika sang mempelai wanita mewajibkan 
menghadirkan walinya dalam konteks tersebut.
25
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Dalam bentuk karya ilmiah lainnya, penelitian tentang wali nikah telah 
dilakukan oleh Kholifatul Fitria (2013) dengan judul “Hak Ijbār Wali Nikah 
Dalam Perspektif Gender”. Skripsi ini menggunakan pendekatan gender, dan 
setelah dilakukan penelitian, hak ijbār secara teori memang berbeda dengan 
ikrah yang berarti pemaksaan, tetapi secara praktik dilapangan keduanya 
mempunyai akibat yang sama, yakni dapat mencederai hak perempuan sebagai 
manusia. Hak ijbār jika dipandang dalam perspektif gender sangat mencederai 
gender differencess sebab hak ijbār menimbulkan gender inequalities.26 
Sedangkan kajian wali nikah dengan menganalisis pendapat imam 
mazhab dilakukan oleh Haqqi Laili Romadliyah (2013)
27
 dengan judul “Wali 
Nikah Perempuan Perspektif Imam Abu Hanifah (Istinbat Hukum Imam Abu 
Hanifah Tentang Keabsahan Pernikahan Dengan Wali Perempuan)” dan tesis 
Achmad Fauzi (2012) berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keberadaan 
Wali Nikah Dalam Perkawinan Janda (Studi Pemikiran Ibn Hazm)”28. Yang 
pertama membahas tentang keabsahan wali nikah perempuan perspektif imam 
Abu Hanifah. Hasil penelitian ini disebutkan syarat menjadi wali yaitu, kāmil 
al-ahliyah, merdeka, serta persamaan agama, maka perempuan yang cakap 
hukum (kāmil al-ahliyah) sebagaimana laki-laki diperbolehkan dan 
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mempunyai hak dalam menikahkan orang lain dan pernikahan yang dilakukan 
oleh perempuan itu tetap dianggap sah. Sedangkan yang kedua menelaah 
pemikiran Ibn Hazm tentang keberadaan wali nikah dalam perkawinan janda. 
Ibn Hazm sependapat dengan jumhur ulama yang tidak membolehkan wanita 
mewalikan dirinya sendiri, tetapi harus menyerahkan kepada walinya, yakni 
dari keturunan laki-laki, jika tidak diizinkan maka yang menikahkan adalah 
sulṭhan.  
Berikutnya, penelitian yang dilakukan oleh Yuldi Hendri (2009) 
dengan judul “Wali Nikah Dalam Pandangan KH Husein Muhammad 
(Analisis Kritis Terhadap Pemahaman KH Husein Muhammad Dalam Konsep 
Wali Nikah)”.29 Skripsi ini menggunakan pendekatan historis-sosiologis. 
Adapun kesimpulan dari penelitian ini, bahwa KH Husein Muhammad dengan 
pendekatan kontekstual-substansial melihat adanya pembedaan antara laki-laki 
dan perempuan oleh masyarakat, ideologi dan pikiran-pikiran keagamaan, 
yang menyebabkan terjadinya ketimpangan gender. Jenis kelamin tidak 
menghalangi posisi seseorang menjadi wali nikah, karena tidak ada ayat al-
Qur‟an yang secara eksplisit menjelaskan hal itu. 
Penelitian yang dilakukan oleh Suprapti Ragiliani (2014) yang 
berjudul “Kesetaraan Gender Dalam Paradigma Fiqh (Studi Pemikiran Husein 
Muhammad)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa Husein Muhammad mendasarkan 
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pemikirannya pada pendekatan terhadap teks klasik (fiqh), Husein 
menggunakan reinterpretasi dan rekonstruksi terhadap bangunan keagamaan 
dalam konteks kekinian dengan pendekatan perspektif gender, reinterpretasi 
terhadap teks dan memahami teks dengan konteks, analisis yang dilakukan 
oleh Husein diakui sebagai prestasi intelektual yang brilian.
30
  
Masih dalam bentuk skripsi, penelitian tentang wali nikah juga 
dilakukan oleh Ahmad Khadik Sa‟roni (2014) dengan judul “Nikah Tanpa 
Wali (Telaah Pemikiran Siti Musdah Mulia)”. Skripsi ini menggunakan 
pendekatan filosofis. Kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini ialah, 
bahwa Siti Musdah Mulia membolehkan perempuan menikah tanpa wali 
dengan syarat bahwa perempuan tersebut sudah dewasa dengan standar umur 
sama atau lebih dari 21 tahun. Pendapat ini didasarkan atas sebagian pendapat 
dari Imam Abu Hanifah yang beliau anggap pendapatnya lebih moderat 
ketimbang imam-imam mazhab yang lain (jumhur ulama).
31
  
Penelitian tentang wali nikah sudah banyak yang mengangkat dan 
membahasnya, baik dalam bentuk skripsi maupun buku ilmiah lainnya. 
Sedangkan karya tulis yang menyoroti khusus terhadap masalah konsep wali 
nikah dalam Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari perspektif gender, yang 
digunakan penyusun merupakan hal baru dalam rangka mengupas lebih jauh 
terhadap konsep wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam. Sehingga hasil 
                                                             
30 Suprapti Ragiliani, “Kesetaraan Gender Dalam Paradigma Fiqh (Studi Pemikiran 
Husein Muhammad)”, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014. 
 
31 Ahmad Khadik Sa‟roni, “Nikah Tanpa Wali (Telaah Pemikiran Siti Musdah Mulia)”, 





yang didapatkan dari penelitian ini bisa lebih relevan dan komprehensif 
dengan fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat muslim Indonesia.          
E. Kerangka Teoritik 
Perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga 
kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem 
sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola perilaku 
diantara kelompok dalam masyarakat.
32
 Dalam konteks Indonesia, muncul 
Kompilasi Hukum Islam sebagai bentuk pembaharuan pemikiran dalam 
hukum Islam. Sebagai hukum yang merupakan persinggungan antara agama 
dan budaya kekinian, Kompilasi Hukum Islam memberi bentuk pembaharuan 
yang khas. Di satu sisi ia berisi tentang hal-hal baru, dan di sisi lain ia tidak 
bisa meninggalkan produk-produk klasik. Salah satu sub bab pembahasan 
didalam Kompilasi Hukum Islam adalah tentang wali dalam pernikahan. 
Paradigma wali nikah dalam hukum Islam masih terkesan bias dan 
patriarki, karena wali nikah selalu identik dengan laki-laki. Di Indonesia, hal 
ini justru dibakukan negara melalui Kompilasi Hukum Islam yang menjadi 
hukum positif Islam Indonesia. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal-pasal 
tentang wali nikah masih kurang responsif terhadap kepentingan perempuan. 
Sebuah ketimpangan gender mengenai konsep wali nikah semakin diperkuat 
dengan ketentuan wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam yang secara tegas 
hanya ditujukan kepada laki-laki. Sebagaimana dalam Instruksi Presiden No. 1 
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Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (1) disebutkan 
sebagai berikut:  
Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang 





Perbedaan gender (gender differences) sebenarnya tidak bermasalah 
ketika tidak menimbulkan ketidakadilan (gender inequality). Namun pada 
kenyataannya adalah lain, perbedaan gender yang disebabkan oleh perbedaan 
sex (sex differences) ternyata menimbulkan ketidakadilan bagi perempuan.
34
 
Oleh karena itu untuk melakukan analisis dalam memahami ketidakadilan 
yang menimpa kaum perempuan terlebih dahulu diperlukan adanya 




Kata gender dalam istilah bahasa Indonesia sebenarnya berasal dari 
bahasa Inggris, yaitu “gender” yang berarti jenis kelamin.36 Jika dilihat dalam 
kamus bahasa Inggris, tidak secara jelas dibedakan pengertian antara sex dan 
gender. Sering kali gender dipersamakan dengan sex (jenis kelamin). Setelah 
sekian lama terjadi proses pembagian peran dan tanggung jawab terhadap 
kaum laki-laki dan perempuan yang telah berjalan berabad-abad, maka sulit 
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dibedakan pengertian antara seks dengan gender.
37
 Secara terminologi, gender 
diartikan sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun 
perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural.
38
  
Menurut Oakley, gender berarti perbedaan yang bukan biologis dan 
bukan kodrat Tuhan.
39
 Perbedaan biologis merupakan perbedaan jenis kelamin 
(sex) adalah kodrat Tuhan maka secara permanen berbeda dengan pengertian 
gender. Gender merupakan behavioral differences (perbedaan perilaku) antara 
laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, yakni perbedaan 
yang bukan ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia melalui 
proses sosial dan kultural yang panjang. Dengan demikian, gender dapat 
berubah dari tempat ke tempat, dari waktu ke waktu, bahkan dari kelas ke 
kelas, sedangkan jenis kelamin biologis akan tetap tidak berubah.
40
 
Ketidakadilan dan ketimpangan gender yang ditimbulkan oleh peran 
dan perbedaan gender perlu untuk dikritisi dengan menggunakan analisis 
gender. Ada lima indikator yang digunakan oleh Mansour Fakih dalam 
menemukan berbagai manifestasi ketidakadilan gender, yaitu pertama terjadi 
marginalisasi terhadap perempuan. Meskipun setiap marginalisasi perempuan 
disebabkan oleh ketidakadilan gender, namun yang dipersoalkan dalam 
analisis gender adalah marginalisasi yang disebabkan oleh perbedaan gender. 
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Kedua, terjadinya subordinasi pada salah satu jenis kelamin, umumnya kaum 
perempuan. Ketiga, pelabelan negatif (stereotype) terhadap jenis kelamin 
tertentu, dan akibat dari stereotype itu terjadi diskriminasi serta berbagai 
ketidakadilan lainnya. Keempat, kekerasan (violence) terhadap jenis kelamin 
tertentu, umumnya terhadap perempuan, hal ini juga tidak lepas dari sebuah 
perbedaan gender. Kelima, karena peran gender perempuan adalah mengelola 
rumah tangga, maka banyak perempuan menanggung beban kerja domestik 
lebih banyak dan lebih lama.
41
 
Dalam ilmu sosial, pembagian peran antara laki-laki dan perempuan di 
masyarakat tersebut dibahas dalam berbagai teori, dan secara umum dapat 
diklasifikasikan menjadi dua, yaitu teori nature dan nurture. Teori nature 
adalah pendapat yang menyatakan bahwa peran sosial antara laki-laki dan 
perempuan ditentukan oleh faktor biologis. Perbedaan biologis ini dijadikan 
dasar untuk menentukan peran sosial antara laki-laki dan perempuan di 
masyarakat.
42
 Teori nurture adalah pendapat yang menyatakan bahwa 
perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan lebih ditentukan oleh faktor 
budaya. Teori ini berkesimpulan bahwa perbedaan psikologis antara laki-laki 
dan perempuan tercipta melalui proses belajar dari lingkungan.  
Dalam penelitian ini, teori nurture dan analisis gender merupakan teori 
yang tepat untuk mengkaji konsep wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam. 
Kompilasi Hukum Islam yang menjadi rujukan dalam konsep wali nikah yang 
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juga termasuk konstruk sosial, mesti dikritisi kembali dengan memberikan 
rekomendasi baru guna pengembangan dan pembaharuan konsep wali nikah 
dalam Kompilasi Hukum Islam.  
 
F. Metode Penelitian 
Dalam penelitian ini, penyusun memerlukan sebuah metode penelitian 
yang berguna untuk memperoleh data yang akan dikaji. Metode pengumpulan 
data dalam kegiatan penelitian mempunyai tujuan mengungkap fakta 
mengenai variabel yang diteliti. Tujuan untuk mengetahui (goal of knowing) 
haruslah dicapai dengan menggunakan metode atau cara-cara yang akurat.
43
  
Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah 
penelitian, karena berhasil tidaknya suatu penelitian sangat ditentukan oleh 
bagaimana peneliti memilih metode yang tepat. Adapun metodologi adalah 
serangkaian metode yang saling melengkapi yang digunakan dalam 
melakukan penelitian.
44
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Maksudnya 
data yang dikumpulkan tidak berwujud angka tetapi kata-kata.
45
 Mengenai 
metode penelitian yang penyusun gunakan dalam menyusun tesis ini adalah 
sebagai berikut:  
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1. Jenis dan Sifat Penelitian 
a. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka 
(library research), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya 
diperoleh dari buku-buku, jurnal, maupun karya tulis yang relevan 
dengan masalah konsep wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam 
yang akan diteliti dalam tesis ini.     
b. Sifat Penelitian 
Penelitian ini dilihat dari sifatnya termasuk penelitian 
preskriptif, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan 
saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-
masalah tertentu. Setelah data terkumpul, dideskripsikan terlebih 
dahulu seputar konsep wali nikah secara umum, kemudian dilanjutkan 
pokok pembahasan masalah tentang konsep wali nikah dalam 
Kompilasi Hukum Islam perspektif gender. Selanjutnya dari 
pembahasan tersebut dikaji dan dianalisis tentang relevansinya dewasa 
ini terhadap keadilan dan kemaslahatan umat.  
2. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang ditempuh dalam penelitian ini adalah pendekatan 
gender dan ushul fiqh. Pendekatan gender dilakukan untuk mengetahui 
konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Sementara pendekatan 





3. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah 
sebagai berikut: 
a. Sumber data primer, yaitu data pokok yang dalam hal ini peneliti 
menggunakan Kompilasi Hukum Islam. 
b. Sumber data sekunder, yaitu berupa buku-buku, ensiklopedia, karya 
ilmiah, jurnal dan informasi yang memiliki keterkaitan dengan topik 
yang akan diteliti. 
4. Analisis Data 
Metode  analisa  data  yang   dipakai  adalah  metode   kualitatif  
secara induktif. Metode ini dilakukan dengan cara data dikumpulkan, 
disusun dan diklasifikasikan kedalam tema-tema yang akan disajikan, 
kemudian dianalisis dan dipaparkan dengan kerangka penelitian lalu diberi 
interpretasi sepenuhnya dengan jalan dideskripsikan apa adanya. 
Dengan demikian secara sistematis langkah-langkah analisis 
tersebut adalah sebagai berikut:  
a. Mengumpulkan data yang diperoleh dari literatur-literatur yang 
bersifat primer dan sekunder. 
b. Menyusun seluruh data yang diperoleh sesuai dengan urutan 
pembahasan yang telah direncanakan. 
c. Melakukan interpretasi secukupnya terhadap data yang telah disusun 
melalui pendekatan yang telah ditentukan untuk menjawab rumusan 




G. Sistematika Pembahasan 
Agar bisa lebih fokus dan komprehensif dalam pembahasannya, 
penelitian ini dibagi ke dalam tiga bagian utama, yaitu bagian pendahuluan, 
bagian isi dan bagian penutup. Bagian pendahuluan diletakkan pada bagian 
pertama yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan 
kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan 
sistematika pembahasan. Dalam bab pendahuluan ini bertujuan sebagai 
pengantar awal serta penjelasan pokok masalah mengenai topik yang diteliti.  
Bagian isi dituangkan ke dalam dua Bab, yaitu pertama adalah Bab 
kedua yang berisi kajian teoritis tentang wali dalam pernikahan yang terdiri 
dari lima sub bab. Pada bab ini akan dijelaskan secara detail pengertian dan 
dasar hukum wali dalam pernikahan, kemudian syarat-syarat wali nikah, 
macam-macam wali nikah, dan wali nikah menurut ulama mazhab. Kedua 
adalah Bab ketiga yang membicarakan tentang konsep wali nikah dalam 
Kompilasi Hukum Islam dan kesetaraan gender. Menjelaskan ruang lingkup 
Kompilasi Hukum Islam, konsep wali nikah dalam KHI, kesetaraan gender 
dalam Islam dan kesetaraan gender di Indonesia. 
Bab ke empat berisi tentang analisis. Di dalam bab ini akan dijelaskan 
konsep wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam bila ditinjau dari perspektif 
gender. Selain itu, pada bab ini juga akan dipaparkan relevansi dari perspektif 
gender terhadap rekonstruksi konsep wali nikah dalam Kompilasi Hukum 
Islam. Sedangkan Bab penutup ditempatkan pada Bab terakhir dari tesis ini, 





Berdasarkan pokok permasalahan yang telah disebutkan pada bab 
pertama dan pemaparan pada bab-bab selanjutnya, maka penyusun 
menemukan dua kesimpulan yang dapat menjawab pokok-pokok 
permasalahan tersebut antara lain: 
1. Konsep wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam jika didekati 
melalui pendekatan gender dan usul fiqh akan mendapatkan titik temu 
yaitu, bahwa orang yang mempunyai kemampuan bertindak secara 
sempurna (kāmil al-ahliyyah) baik laki-laki maupun perempuan, 
mereka tidak memerlukan wali, bahkan dapat menjadi wali bagi orang-
orang yang memang perlu dan pantas berada di bawah perwaliannya. 
Mengenai hadis yang terkait tidakbisanya kaum perempuan 
menikahkan dirinya serta menjadi wali nikah, sebetulnya 
mengindikasikan bahwa hadis tersebut telah menggiring adanya 
ketidaksejajaran di antara laki-laki dan perempuan, serta turut 
memperkuat adanya usaha memarginalisasikan kaum perempuan. 
Karena itu, potret kedudukan wali nikah yang ada, sebenarnya tidak 
terlepas dari eksistensi struktur sosial masyarakat. Selain itu juga 
hadis-hadis tentang wali nikah adalah hadis ahad yang harus 
diinterpretasikan berdasarkan setting sosial hadis tersebut dan prinsip-




serta tidak ada keunggulan atas jenis kelamin tertentu kecuali karena 
taqwa, serta ada ayat al-Qur’an surah an-Nūr [24]: 32 yang dapat 
menafikan keberadaan hadis tersebut. Para ulama sendiri sepakat 
bahwa syarat utama dari wali nikah atau orang yang menjadi wakilnya 
adalah orang yang kāmil al-ahliyyah, yang berarti orang yang dewasa, 
berakal dan merdeka.  
2. Relevansi dari perspektif gender terhadap rekonstruksi konsep wali 
nikah dalam Kompilasi Hukum Islam ialah sebagai bentuk konkrit 
implementasi undang-undang cedaw dalam kehidupan keluarga, di 
mana di sebutkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan 
tanggung jawab yang sama mengenai perwalian. Pasal-pasal dalam 
Kompilasi Hukum Islam tentang perwalian yang bersifat bias gender, 
diskriminatif, dan melemahkan perempuan sudah selayaknya untuk di 
revisi dan di rekonstruksi. 
B. Saran 
Perguruan Tinggi Agama Islam se-Indonesia sebagai lembaga 
pengembangan khazanah keilmuan Islam, hendaknya harus merumuskan kembali 
konsep evaluasi Kompilasi Hukum Islam, dan menggalakkan diskursus-
diskursusnya dengan terus menerus dan fokus sampai Kompilasi Hukum Islam 
benar-benar diperbarui. Termasuk hal penting yang perlu diperhatikan dalam 
perumusan ini, yaitu dengan cara bertahap supaya mudah direalisasikan dan 
diterima oleh masyarakat. Sebagai contoh, UUD 1945 pun diamendemen secara 




ke-4. Proses amendemen ini cukup dijadikan pedoman untuk melakukan 
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No Bab Hlm Footnote Terjemahan 
1 I 2 6 
Dari Abu Musa bahwa Nabi bersabda, tidak ada 
pernikahan kecuali dengan wali. 
2 II 25 - 
An-Nūr [24]: 32 
Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian 
diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak 
(menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-
laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah 
akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. 
Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. 
3 II 25 - 
Al-Baqarah [2]: 221 
Dan janganlah kamu menikahi perempuan 
musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, 
hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik 
daripada perempuan musyrik meskipun dia 
menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan 
orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang 
beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, 
hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik 
daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik 
hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan 
Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan 
izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya 
kepada manusia agar mereka mengambil 
pelajaran.  
4 II 25 - 
Al-Baqarah [2]: 232 
Dan apabila kamu mentalak isteri-isteri (kamu), 
maka janganlah kamu halangi mereka menikah 
(lagi) dengan calon suaminya, apabila telah 
terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara 
yang baik. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-
orang di antara kamu yang beriman kepada Allah 
dan hari akhir. Itu lebih baik bagimu dan lebih 




5 II 26 11 
Telah menceritakan kepada kami Sa‟id bin 
Manshur dan Qutaibah bin Sa‟id keduanya 
berkata; Telah menceritakan kepada kami Yahya 
bin Yahya sedangkan lafazhnya dari dia (Yahya), 
dia berkata; saya bertanya kepada Malik; Apakah 
Abdullah bin Fadl pernah menceritakan kepadamu 
dari Nafi‟ bin Jubair dari Ibnu Abbas bahwa Nabi 
bersabda: “Seorang janda lebih berhak atas dirinya 
daripada walinya, sedangkan anak gadis harus 
dimintai izin darinya, dan izinnya adalah 
diamnya”? Dia menjawab; ya. 
6 II 27 12 
Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Umar, 
telah menceritakan kepada kami Sufyan bin 
„Uyainah dari Ibnu Juraij dari Sulaiman bin Musa 
dari az Zuhri dari „Urwah dari „Aisyah bahwa 
Rasulullah bersabda: “Wanita manapun yang 
menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya 
batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Jika dia telah 
digauli maka dia berhak mendapatkan mahar, 
karena suami telah menghalalkan kemaluannya. 
Jika terjadi pertengkaran di antara mereka, maka 
penguasalah yang menjadi wali atas orang yang 
tidak punya wali.” Abu „Isa berkata; “Ini 
merupakan hadis hasan”. 
7 II 27 13 
Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 
Qudamah bin A‟yan, telah menceritakan kepada 
kami Abu „Ubaidah Al Haddad dari Yunus dan 
Israil dari Abu Ishaq dari Abu Burdah dari Abu 
Musa bahwa Nabi bersabda: “Tidak ada 
pernikahan kecuali dengan wali”. 
8 II 27 14 
Telah menceritakan kepada kami Jamil bin Hasan 
„Ataki, telah menceritakan kepada kami 
Muhammad bin Marwan „Uqaili, telah 
menceritakan kepada kami Hisyam bin Hassan 
dari Muhammad bin Sīrīn dari Abi Hurairah ia 
berkata, Rasulullah bersabda: “Perempuan tidak 
III 
 
boleh menikahkan perempuan dan tidak boleh 
seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri, 
karena sesungguhnya wanita pezina itu adalah 
wanita yang menikahkan dirinya sendiri”. 
9 II 28 15 
Dari Mujālid dari as-Sya‟bi berkata: “Tidak ada 
seorangpun diantara sahabat Nabi Saw yang paling 
keras (tindakannya) terhadap pernikahan tanpa 
wali daripada Ali, ia memukul (pelakunya)”. 
10 II 28 16 
Telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq, 
telah mengabarkan kepada kami Ma‟mar dari 
Ṣhalih bin Kaisān dari Nāfi‟ bin Jubair dari Ibn 
„Abbās bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: “Seorang wali tidak memiliki 
kuasa memaksa terhadap seorang janda dan 
seorang wanita yatim dimintai pertimbangannya, 
dan diamnya adalah persetujuannya”. 
11 III 91 - 
Al-Qamar [54]: 49 
Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu 
menurut ukuran. 
12 III 91 - 
An-Nisā‟ [4]: 1 
Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-
mu yang telah menciptakan kamu dari seorang 
diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; 
dan dari pada keduanya Allah memperkembang 
biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. 
Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan 
(mempergunakan) nama-Nya kamu saling 
meminta satu sama lain, dan (peliharalah) 
hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu 
menjaga dan mengawasi kamu. 
13 III 92 - 
An-Nisā‟ [4]: 32  
Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang 
dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih 
banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi 
orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang 
mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada 
bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan 
mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-




14 III 94 - 
Al-Hujurāt [49]: 13 
Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan 
kamu dari seorang laki-laki dan seorang 
perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-
bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling 
kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling 
mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang 
paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah 
Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. 
15 III 96 - 
Al-Baqarah [2]: 187 
Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa 
bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah 
pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi 
mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak 
dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni 
kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang 
campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah 
ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah 
hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, 
Yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu 
sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu 
campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam 
masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu 
mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-
ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa. 
16 III 97 - 
At-Taubah [9]: 71 
Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan 
perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi 
penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka 
menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah 
dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan 
zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. 
mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; 
Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana. 
17 IV 104 - 
An-Nisā‟ ayat 34 
Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum 
wanita, oleh karena Allah telah melebihkan 
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sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian 
yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) 
telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. 
18 IV 122 - 
Al-Baqarah [2]: 221 
Dan janganlah kamu menikahi perempuan 
musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, 
hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik 
daripada perempuan musyrik meskipun dia 
menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan 
orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang 
beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, 
hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik 
daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik 
hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan 
Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan 
izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya 
kepada manusia agar mereka mengambil 
pelajaran. 
19 IV 122 - 
An-Nūr [24]: 32 
Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian 
diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak 
(menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-
laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah 
akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. 
Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. 
20 IV 123 29 
Telah menceritakan kepada kami Jamil bin Hasan 
„Ataki, telah menceritakan kepada kami 
Muhammad bin Marwan „Uqaili, telah 
menceritakan kepada kami Hisyam bin Hassan 
dari Muhammad bin Sīrīn dari Abi Hurairah ia 
berkata, Rasulullah bersabda: “Perempuan tidak 
boleh menikahkan perempuan dan tidak boleh 
seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri, 
karena sesungguhnya wanita pezina itu adalah 
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